BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, terbuka, dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik
sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan
publik terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu
adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;

bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri diamanatkan bahwa tata kerja Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur
dalam Perbup/Perwalkot;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Demak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan
Pcrundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
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Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintsh Nomor 16 Tabun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pembagian urusan
pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintzh Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor | Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

: TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DEMAK

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1.

Pemerintahar Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dacrah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahua 1945;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah;
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